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Menimbang

Mengmingal

PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 43 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKUX DAN FUNGSI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan
Daerah Kota Padang Nomor 1Y Tahun 2008 tenlang
Pembeniuvkan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
Kota Padang sebagaimana telah diubah denpan Peraturan
Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012, perlu menectapkan
Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Kepegawaian Daerah.

l. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota DBesar DPalam Linglungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negarn Taohun 1956
Nomor 20):

2. Undang-Undanp Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pcokok-Pokok
Kepegawaian {Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 5%,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 38904

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
125, ‘l'ambzhan Lembaran Negara Nomar o 4437),
schagaimana telah diubalh beberapa kali teralkhir dengan
Undang-Undantg Nomor 1Zd Tahun 2008 [Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomoer 39, Tambahan Lembaran Negara Momor

4844),

4, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [(Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Nomor o234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Balas Wilayvah Kolammadva Daerah Tingkat 11
Padang (Lembaran Negara Tahua 1980 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewsnang Pengangkalan, Pemindahan dan Pemberhenbian
Pegawal Negeri Sipil [Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana
telah diubah dengan Peraluran Pemenntah Nomor 63 Tahun
2009 [Lembaran Negara Tahun 20009 Nomor 164);
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10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4373);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemennlah,
Pemerinlahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Nomeor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741,

Peraturann Menteri Dalam MNegeri Nemor 57 Tahun 2007
lentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Pcrangkat
Dacrah schagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

Keputusan Bersama Menteri DPendayagunaan Aparatur
Negara dan Menteri Dalaumn Negeri Nomor
01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Dan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian
Pegawal Negen Sipil;

Peraturan Daerzsh Kora Padang Noemor 04 Tahun 2008
ieniang Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran
Daerah Tahun 2008 MNomor (1Y);

Peratursn Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga
Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 20083
Nomor 17, Tambahan Lembaran Dacrah Nomor 15}
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Padang Nemor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerahi Kota
Padang Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.,

BAB 1
EETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dialam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

S O i

Daerah adalah Kota Padang,

Walikota adalah Walikota Padang;

Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang;
Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaran Daerah Kota Padang;

. Sekretariat adalah Sekretarist pada Badan Kepegawatan Daerah;

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah;
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1Q.

11,

12.

13.

14,

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Kepegawaian
Daerah,;

Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Kepegawaian
Daerah;

Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawal Negeri  Sipll Daerah
Propinsi/Kabupaten /Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemcrintah Daerah;

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan tingkat seseorang Fegawai Negerl
Sipil berdasarkan jabutannya dalam rangkaian susunan kepegawman dan
dipunakan sebagai dasar penggajian;

Golongan Ruang adalah ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawat Negeri Sipil;

Jabalan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam
rangka memimpin suatu satuan organisasi negara,

Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjuilnya disebut dengan formasi adalah
jumiah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang, diperlukan dalam suatu
satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam
jangka waktnu tertentu;

Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan
pengabdian Pegawai Negari Sipil terhadap negara;

. Pendidikan dan Pelaiihan Jabatan PNS yang selanjutnya disebut Diklat adalah

proses penyelenggaraan belajar mengajar  dalam rangka meningkatkan
kemampuan pegawai negeri sipil;

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Susunan Orgunisasi Badan Kepepawaian Daerah, terdiri dar .

cl.

b,

Kepala Badan,;
Selretariat, terdirl dari .
a. Sub Bagian Umuimn,

h. Sub Bagian Keuangan;

Bidang Perencanaan dan Pengoelahan Data, terdiri dam :
1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawas,

2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Kepegawsaian
Bidang:Muiasi, Pangkat dan Pensiun, terdiri cari :

1. Sub Bidang Mutasi;

2. Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun.

Bidang Diklat dan Pengembangan, terdiri dari :

1. Sub Ridang Diklat Teknis dan Fungsional;

2. Sub Bidang Diklat Struktural dan Pengembangan.
Bidang Penpendalian, terdiri dari :

1. Sub Bidang Monitoring dan FPeningkaran Disiphn;

2. Sub Bidang Peraturan dan Kesejahteraan.



BAB III
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 3

(1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan
urusan kepegawaian daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan demi terwujudnya sumber daya aparatur yang berkualitas.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Badan mempunyai fungsi:

a. merumuskan sasaran strategis bidang kepegawaian berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk pengembangan dan pembinaan

' kepegawaian secara profesional;

b. merumuskan program kerja Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan kebijakan
daerah dibidang kepegawaian dapat terukur secara tepat dan optimal;

c. mengkoordinasikan pengelolaan manajemen kepegawaian dengan para
stakeholder terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
agar terwvujudnya sinkronisasi kebijakan dengan baik;

NN d. menyelenggarakan manajemen kepegawaian yang meliputi perencanaan,
pengadasn, penataan, pembinaan, pengembangan, dan pemberhentian,
berdasarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi
terwnjudnya pembangunan sumber daya aparatur yang berlualitas dan
berdaya guna;

e. mengendalikan manajemen kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan demi terwujudnya pengelolaan sumber daya aparatur
vang berdaya guna dan berhasil guna;

. membina aparatur dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian seslal
dengan ketentuan yang berlaku agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas
dapat lebih efisien dan efektif;

g. mengarahkan penyelenggaraan manajemen kepegawaian berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan
tugas yang tepat sasarat;

h. mengevaluasi penyelenggaraan manajemen kepegawaian berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan
pelaksanaan tugas secara komprehensif;

i. melaporkan penyelenggaraan manajemen kepegawaian secara periodik

S berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja,

Js peﬁgguna anggaran Badan,;

k. pengeuna barang Badan; dan

v I. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
y Sekretariat
Pasal 4
) (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan

menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi

di lingkup Badan Kepegawaian Daerah urusan umum, urusan perlengkapan,

urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan kearsipan, perpustakaan,

“ dokumentasi, evaluasi dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan agar terwijud administrasi perkantoran yang baik.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas schagaimana dimaksud pada ayat (2),
Seloetariat mempunyai fungsi :

Lt
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(1)

o 7Y
(2)

(3)

Le

a. merencanakan programn kerja sekretariat dan lintas bidang lingkup Badan
Kepegawaian Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan agar terwujudnya pengelolaan funpsi kesekretariatan yang
berhasil dan berdaya guna;

b. merencanakan operasional ketatalaksanaan/kesekretariatan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan agar tervayudnya pelayanan
administrasi perkantoran yang baik;

¢. mendistribusikan tugas-tugas kepada kepala sub bagian sesuai fungsinya
demi terlaksananya peran sckretariat secara optimal,

d. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta,
SOP yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berhasil dan berdaya guna;

¢. menyelengparakan wrusan umum, surat menyurat, perlengkapan, peralatan
dan rumah tangga, urusan hukum, administrasi kenangan, gaji pegawai,
tata naskah dinas, organisasi dan tatalaksana, urusan kepegawaian, sarana
dan prasarana serta perpustakaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan
dan, pengendalian berdasarkan ketentuan peraturan pernndang-undangan
demi terwujudnya tata laksana organisasi yang baik dan untuk menunjang
kegiatan manajerial atasan;

f, menyelia penyelenggaraan fungsi sekretariat berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan secara
tepat guna;

g. mengevaluasi penyelenggaraan urusan  umum  surat menyurat,
perlengkapan, peralatan, sarana prasarana dan rumah tangga, urusan
hukum, administrasi kenangan, gaji pegawai, tata naskah dinas, organisasi
dan tatalaksana, urusan Kkepegawaian, sarana dan pengendalian
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui
keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

h. melaporkan pelaksanaan tugas secara periodik sesual dengan ketentuan
yang berlaku sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum
Pasal 5

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris,

Sub Bagian Umum mempunyai tugas membaniu Sekretaris memimpin dan
menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi
dilingkup Badan Kepegawaian Daerah dalam urusan pengelolaan administrasi
umum, kepegawaian, urusan hukum, urusan rumah tangga, urusan peralatan
dan perlengkapan dinas, sarana dan prasarana, kearsipan, humas, evaluasi
dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar
terwujud pelayanan administrasi perkantoran yang baik.

Penjabaran tugas Sub Bagian Umum secbagaimana dimaksud pada ayat {2)

adalah :

a. merencanskan kegiatan sub bagian umum berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pengelolaan pelayanan
administrasi umum yang tepat sasaran;

b. membag tugas pengelolaan pelayanan administrasi umum kepada bawahan
sesuai dengan kompetensi yang disyaratkan untuk kepastian
penanggungjawab pelaksanaan setiap tugas secara tepat;

¢, membimbing bawahan dalam setiap hal terkait pengelolaan pelayanan
administrasi umum sesuai ketentuan yang ditetapkan agar pelaksanaan
tugas dapat terwujud secara tepat guna dan tepat sasaran;

d. menyelenggarakan pengelolaan pelayanan administrasi umum yang meliputi
urusan surat masuk dan keluar, kepegawaian, menghimpun, menelaah dan
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mendokumentasikan peraturan perundang-undangan dalam bidang
tugasnya,

mempersiapkan dan memfasilitasi urusan hukum yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas badan , mengelola kebersihan, ketertiban dan keamanan
ruang kerja serta lingkungan badan, mcmberikan saran duen  atau
pertimbanganan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang
diambil sesuai bidang tugasnya;

menginventarisasi, mengindentifikasi dan mempersiapkan  bahan
pemecahan permasalahan sesuai bidang lugasnya,

menpgumpulkan, mengolah dan mengkoordinasikan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sekretarist dan lintas bidang sebagai bahan penyusunan
laporan penyelenpgaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan
pertanggungiawaban Walikota, laporan kinerja instansi pemerintah daerah;

. merencanakan kebutuhan pendidikan dan pelatihan guna pengembangan

pegawai badan kepegawaian daerah dalam meningkatkan kompetensi dalam
pelaksanaan tugas, kearsipan, humas, pengadaan peralatan/perlengkapan,
sarana prasarana pencatatan, penyimpanan, pendistribusian pemehharaan
dan, rumah tangea, dokumentasi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan demi tereapainya turgel kinerja badan secara optimal;
memeriksa hasil kerja bawahan dalam melaksanakan pengelolaan
pelayanan administrasi umum berdasarkan ketentuan peraturan
nemndang-undangan agar terwujudnya kepuusan dalam pengelolaan
pelavanan administrasi;

mengevaluasi hasil kegiatan pengelolaan pelayanan administrasi umum
badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna
mengetahui keberhasilan peleksanaan lungas secara komprehensif;
melaporkan hasil kegiatan pengelolaan pelayanan administrasi umum
secara petiodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagal bahan akuntabilitas kinerja; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh atasan sesual
dengan tugas dan fungsinyva.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan
Pasal 6

(1] Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan yung
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.

(2] Sub Bagian Keuangan mempunyai tngas membantu Seleretaris memimpin dan
menyelenggarakan pelayanan administrasi kepads seluruh satuan organisasi
dilingkup Badan Kepegawaiun Daerah dalam urusan nengelalaan administrasi
keusngan berdasarkan ketentuan perafuran perundang-undangan agar
terwujud pelayanan administrasi keuangan perkantoran yang baik.

(3} Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan scbagaimeana dimaksud pada ayat (2)
adalal;

&,

b.

merencanakan kegiatan sub bagian keusngan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pengelolaan administrasi
keuangan badan yang tepat sasaran.

membagi tugas pengelolaan administrasi kenangan kepada bawahan sesual
dengan kompetensi yang disyaratkan untuk kepastian penanggungjawab
pelaksanaan setiap tugas secara tepat.

membimbing bawahan dalam setiap hal terkait pengelotaan administrasi
keuangan sesuai ketentuan yang ditetapkan agar pelaksanaan tfugas dapat
tervujud secara tepat guna dan tepat sasarar.

menvelenggarakan pengelolaan administrasi Keuangan yang meliput
perbendaharaan;
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(3)

e, menpkoordinasikan penyusunan program  kerja dan anggaran badan
kepegawaian daerah, melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban dan
mempersiapkan kelengkapannya;

f mcmpersiapkan bahan pertanggungjawaban dan  laporan keuangan,
penyimpanan dan pemeliharaan dokumen keuangan:;

g, mengnventarisasi, mengindentiikasi  dan  mempersiapkan  balian
pemecahan permasalahan serta memberikan saran dan atau pertimbangan
kepuda alasan mengenal langkah atau diambil sesual bidang tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi lercapainya
target kinerja keuangan badan secara optimal;

h. memeriksa hasil kerjs bawahan dalam melaksanakan pengelolaan
administrasi keuangan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan agar
terwijud kesesuaian pengelolaan administrasi keuangan denpan standar
akuntabilitas secara optimal,

i. mengevaluasi hasil kegiatan pengelolaan administrasi keuangan badan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui
Leberhasilan pelaksanaan tugas secara komprchensif,

j. melaporkan hasil kegiatan pengelolaan administrasi keuangan sccara
periodik berdasarkan kerentuan peraturan perundang-undangan sebagai
bahan akuntabilitas kinerja; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

L Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan dan Pengolahan Data
Pasal 7

Bidang Perencanaan dan Pengolahan Data dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
vang berada dibawah dan bertangpung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Perencanaan dan Pengolahan Data mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Badan memimpin dan menyelenggarakan penylapan konsep,
perumusan, penctapan formasi, pengaduan CPNS, tenaga honorer dan
pengolahan data pegawai berdasarkan peraturan perundang - undangan yang
herlaku agar terwujud pengelolsan perencanaan dan pengolahan data pegawai
dilingkungan Pemerintah Kota yang dapat menunjang tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunat.

Uniuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang

Perencanaan dan Pengolahan Data mempunyai fungsi

a. merencanakan program kerja bidang pecrencanaan dan pengolahan data
herdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya
pengelolaan perencanaan dan pengolahan data  kepegawalan yang
komprehensif, herdaya dan berhasil guna,

b, merencanakan operasional pengelolaan perencanaan dan pengolahan data
kepegawman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar
terwujudnya perencanaan dan  pengolahan data kepegawaian yang
berkualitas;

c. mendistribusikan tugas sesuai dengan fungsi setiap kepsla sub bidang
demi terlaksananya pengelolaan perencanaan dan pengolahan data
kepegawsaian secara optimal;

d. member pctunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsi, serla
SOP yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapal berhasil dan berdaya
guna,

e, menyelenggarakan urusan perencanaan dan pengelahan data kepegawaian
yang meliputi periumusan penetapan formesi, pengadaan dan pengangkatan
CENS, serta tenaga honorer,

f. mengelola serta mengendalikan informasi data kepegawaian, memberikan
sarun dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah dan
tindakan yang dilaksanukan dalam bidang tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan  perundang-undangan  demi  terwujudnya pengelolaan
administrasi kepegawaian yang berkuatitas;



g. mcnyelia pengelolaan perencanazan dan pengolahan data kepegawaian
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas-tugas
dapat dilaksanaksan secara tepat guna dan tepat sasaran,

h. mengevaluasi pengelolaan perencanaan dan perigolahan data kepegawaian
berdasirkan ketentuun peraturan perundang-undangan guna tnengetahui
keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

i, melaporkan pelaksanaan tugas secara periodik sesual dengan ketentuan
vang berlalou scbagal bentuk alkuntahilitas kinerja; dan

j.  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesual
tizgas dan fungsinva.,

Paragraf 1
l Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai
Pasal 8

[I} Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai dipimpin oleh searang Kepala Sub

(2)

(3)

Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawsah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Perericanaan dan Pengolahan Data.

Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai mempunyai tugas memimpin dan
menyelenggarakan pengumpltilan, penyusupan rencana kebutuhan dan
penyediaan CPNS dan tenaga honorer, penjusunan peta jabatan, formast dan
penetapan pegawai dilingkungan Pemernlah Kota Padang  berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pelayanan
administrasi formasi dan pengadaan pegawai yang kompeten dalam bidang
tugasnya.

Penjabaran tugas Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai sebagalimana

dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. merencanakan kegiatan kerja sub bidang pengadaan formasi dan pengadaan
pegawal berdasarkan Kketentuan peraturan perundang-undangan agar
terwujudnya pengelolaan administrasi formasi dan pengadaan pegawal yang
tepal sasaran;

b. membagi tugas pengelolaan administrasi formasi dan pengadaan pegawal
kepada bawahan scsuai kempetensi yang disyaratkan untuk kepastian
penanggungjawab pelaksanaan sctiap tugas secara tepat;

c. membimbing bawahan dalam setiap hal terkait pengelolaan administrasi di
sub bidang formasi dan pengadaan pegawai sesual Lketentuan yang
ditetapkan agar pelaksanasn tugas dapat terwujud secara tepat guna dan
tepat sasaran,

d. menyelengparakan pengelolaan administrasi sub bidang formasi dan
pengadaan pegawai yang meliputi pengelolaan data pegawai honorer,
penyusinan peta jabaran, penyusunan formasi Pemerintah Kota Padang,
pengadaan pegawai (pendaftaran, pelaksanaan ujian dan penectapan NIP
CPNS, memberikan saran dan atan pertimbangan kepada atusun mengenal
langkah atau tindakan yang dilaksanakan dalam bidang tugasnya
berdasarkan ketentuan peraluran perundang-undangan demu tercapainya
target kinerja sub bidang pengolahan data dan informasi pegawal secara
optimal;

e. memeriksa hasil kerja bawahan dalam melaksanakan pengelolaan
adminisiras: formasi dan pengadaan pegawal berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan agar terwujudnya kesesuaian pengelolaan
administrasi formasi dan pengadaan pegawal dengan standar akuntabilitas
kinerja secara optimal;

f. mengevaluasi hasil kegiatan pengelolaan administrasi formasi dan
pengadaan  pegawai secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan
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perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas
secara komprehensif;

g. melaporkan hasil pengelolaan administrasi formasi dan pengadaan pegawai
secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebapai bahan alcuntabilitas kinerja; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
dan lungsinya.

. Paragraf 2
Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
Pasal 9

Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian dipimpin oleh
seorang Kepila Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan
Pengoplahan Data.

Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas
memimpin dan menyelenggarakan  pengolahan data pegawal, menyusun
laporan, penvajian informasi kepegawaian, menctapkan dan menyimpan arsip
dan dokumen pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Padang berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pengolahan data
dan informasi yang akiual dan terbaru.

Penjabaran lugas Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian

sebagaimana dimalksud pada avat (2] adalah :

a. merencanakan kegiatan kerja sub bidang penpolahan data dan informasi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya
pengelolaan administrasi pengolahan data dan informasi yang tepat sasaran;

b. membagi tugas pengelolaan administrasi pengolahan data dan informasi
kepada bawahan sesuai kompetensi yang disyaratkan untul kepastian
penanggungjawab pelaksanaan setiap tugas secara tepat;

c. membimbing bawahan dalam setiap hal terkait pengelolaan administrasi di
sub bidang pengolahan data dan informasi sesuai ketentuan yang ditetapkan
apar pelaksanaan tugas dapat tcrwujud secara tepat guna can tepat sasaran;

d. menyelenggarakan pengelolaan administrasi sub bidang pengolahan data
dan, informasi yang meliputi penpumpulan, pengelahan dan analisis data
kepegawaian sccara komputerisasi, penataan dan penyimpanan dolumen
pengawai, menyusun dan mengembangkan informasi kepegawalan dan
melaksanakan sistem aplikasi pelayanan kepcgawaian, memberikan saran
dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang
dilaksanakan dalam bidang tugasnya berdasarkan ketentuan pcraturan
part}ndang-undangan demi tercapainya targel kinerja sub bidang pengolahan
data dan informasi pegawai secara optimal;

e. memeriksa hasil kerja bawahan dalam mclaksanakan pengelelaan
administrasi pengolahan dala dan informasi pegawal berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan agar terwujudnya kesesualan pengelelaan
administrasi pengolahan data dan informasi dengan standar akuntabilitas
kinerja secara optimal;

f mengevaluasi hasil kegiatan pengelolaan adminigtrasi pengolahan data dan
informasi  pegawai secara periodik berdasarkan kctentuan peraiuran
perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas
secara lktomprehensif;

¢. melaporkan hasil pengelolaan administrasi pengolahan data dan informasi
secar:i. periodik Dberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebapai bahan akunlabilitas kinerja; dan
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h. melaksanakan tmigas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuat tugas
dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Mutasi, Pangkat dan Pensiun
Pasal 10

Bidang Mutasi, Pangkat dan Pensiun dipimpin cleh seorang Kepsala Bidang yang
dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan.

Bidang Mutasi, Pangkat dan Pensiun mempunyai tugas membantu Kepala
Badan dalam memimpin dan memangjemen penyelenggaraan pelayanan
adminjstrasi kcpada scluruh Pegawni Negeri Sipil dan Pegawal Daerah
dilingkungan Pemerintah Kota Padang dalam urusan mutasi, pangkat dan
pensiun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud
pelayahan administrasi mutasi, pangkat dan pensiun yang tepat wal.

Untuk menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Mutasi, Pangkat dan Pensiun mempunyai fungsi:
a. merencanakan program Xerja bidang mutasi, pangkat dan pensin

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undengsn agar lerwujudnya
pengelolaan mutasi, pangkat dan pensiun yang komprchensif, berdaya dan
berhasil guna;

b. merencanakan operasional pengelolaan mutasi, pangkat dan pensiun
berdasarkan ketentian peraturan perundang-undangan agar terwujudnya
mutasi, pangkat dan pensiun vang berkualitas;

c. mendistribusikan tugas sesual dengan fungsi setiap kepala sub bidang derm
terlaksananya pengelolaan mutasi, pangkat dan pensiun secara opumal;

d. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsi, serta
SOF yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berhasil dan berdaya guna;

e. menyelenggarakan urusan mutasi, pangkat dan pensiun yang meliputi
pengendalian mutasi, kenaikan pangkat dan pensiun pns, memberikan saran
dan atan pertimbangan kepada atasan mengenai langkah dan tindakan yang
dilaksanakan dalam bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangsn demi terwujudnya
pengelolann administrasi mrutasi, pangkat dan pensiun pegawai Pemerintah
Kota Padang vang berkunalitas;

f. menyelia pengelolaan mutasi, pangkat dan pensiun berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan secara
tE:pE{t guna dan lepat sasaran,

g mengevaluasi penpelolaan mutasi, pangkat dan pensiun berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan
pelaksanaan tugas secara komprehensif,

h. melaporkan pelaksanaan tugas secara periodik scsuai dengan ketentuan
yang berlaku sebagai bentuk skuntabilitas kinerja; dan

i. melaksanakan tugas kedinasen lain yang diberikan oleh atasan scsual
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bidang Mutasi
Pasal 11

Sub Bidang Mutasi dipimpin oleh secorang Kepala Sub Eideng yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Mutasi, Pangkat dan Pensiun.
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Sub Bidang Mutasi mempunyai tugas memimpin dan menyclenggarakan
pengusulan, pecrencanaan dan pembuatan keputusan pengangkatan dalam
jabatan struktural, fungsional/Jabatan Kepala Sckolah serta permmdahan
pegawai  dilingkungan Pemerintah Kota Padang berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan demi terwujudnys mutasi pegawal yang
mampu meningkatkan kinerja pegawai.

Penjabaran tugas Sub Bidang Mutasi sebagaimana dimaksud pada uayat {Z)
adalah :
a. merencanakan kegiatan keria sub bidang mutasii berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pengelolaan admimstrasi
mutasi yang tepat sasaran,

b. membagi tugas pengelolaan administrasi mutasi kepada bawahan sesual
kompetensi yang disyaratkan untuk kepastian penanggungjawab
pelaksanaan setiap tugas secara tepat;

¢, membimbing bawahan dalam setiap hal terkait pengelolan administrasi di
sub bidang mutasii sesuai ketentuan yang ditetapkan agar pciaksanaan
tugas dapat terwujud secara tepat guna dan tepat sasaran;

d. menyelenggarakan pengelolaan administrasi sub bidang mutasi yang
meliputi pengangkatan dalam jabatan struktural, fungsional, kepala
sckolah dan pemindahan pepgawai, menginventarisir permasalahan yang
berhubungan dengan bidang tupas, menylapkan petunjuk pemecahan
masalahserta memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan
mengenai langkah atau tindakan yang dilaksenakan dalam bidang
tugasnya berdasarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
uridangen demi tercapainya target kinerja sub bidang mmutasi pegawil
secara optimal;

e. memeriksa hasil lkerja bawahan dalam melaksunakan pengelolaan
administrasi mutasi pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan sgar terwujudnya kesesuai pengelolaan administrasi mutusi
dengan standar alkuntahbilitas kinerja secara optimal;

f. mengevaluasi hasil kegiatan pengelolaan administrasi mutasi pegawal
secara periodik berdasarkan Letentuan peraturan perundaang-undangan
guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

g. melaporkan hasil pengelolaan administrasi  mutasi sccara perodik
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan scbagai bahan
alcuntabilitas kinerja; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
u Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun
Pasal 12

Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun dipimpin oleh scorang Kepala Sub
Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada < bawah dan bertanggung
jawsb kepada Kepala Bidang Mutasi, Pangkat dan Pensiun.

(2] Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun mempunyal tugas memimpin dan

melnyclenggarakan proses  kenaikan  pangkat, masa persiapan
pensiun/pensiun, pengangkatan CPNS ke PNS, kenaikan gaji berkala, culi,
dan penerbitan kartn pegawai, Kartu suami, kartu istri PNS dan wjian
kenaikan pangkat bagi PNS yang akan penyesuaian ijazah dan ujian dinas
serla peninjauan masa kerja dilingkungan Pemerintah Kota Padang
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangasn demi terwujudnya
kenaikan Pangkat dan pensiun pegawal yang tepat waktu,
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Penjabaran tugas Sub Bidang XKepangkatan dan Pensiun sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. merencanakan Lkepiatan kerja sub bidang pangkat dan pensiun
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya
pengelolaan administrasi pangkat dan pensiun yang tepat sasaran;

b. membagi tugas pengelolaan administrasi pangkat dan pensiun kepada
bawahan sesuai kompetensi yang disyaratkan untuk kepastian
penanggungjawab pelaksanaan sctiap tugas secara tepat;

¢. membimbing bawahan dalam setiap hal terkait pengelolaan administrasi
di sub bidang pangkat dan pensiun sesuai ketentuan yang ditetapkan agar
pelaksanaan tugas dapat terwujud secara tepat guna dan tepat sasaran,;

d, menyelenggarakan pengelolaan administrasi sub bidang pangkat dan
pmlnsiun yang meliputi proses kenaikan pangkat, masa persiapan
pensiun/pensiun, pengangkatan CPNS ke PNS, kenaikan gaji berkala, cuti,
dan penerbitan kartu pegawai, kartu suami, kartu istri PNS dan ujian
kehaikan pangkat bagi PNS yang akan penyesuaian ijazah dan ujian dinas
serta peninjauan masa verja menginventarisir permasalahan yang
berhubungan dengan pangkat dan pensiun dan menyiapkan petunjuk
pemecahan masalah serta memberikan saran dan atau pertimbangan
kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang dilaksanakan dalam
bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
demi tercapainya target kinerja sub bidang pangkat dan pensiun pegawai
secara optimal;

e. memeriksa hasil kerja bawahan dalam melaksanakan pengelolaan
administrasi pangkat dan pensiun pegawai berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan agar terwujudnya kesesuaian pengelolaan
administrasi pangkat dan pensiun dengan standar akuntabilitas kinerja
secara optimal;

e, mengevaluasi hasil kegiatan pengelolaan administrasi pangkat dan pensiun
pegawai secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara
komprehensif;

f. melaporkan hasil pengelolaan administrasi pangkat dan pensiun secara
periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagm
bahan alkuntabilitas kinerja; dan

g, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas dan fungsinya.

i

Bagian Kelima
Bidang Diklat dan Pengembangan
Pasal 13

Bidang Diklat dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan.

Bidang Diklat dan Pengembangan mempunyail tugas pokok membantn Kepala
Badan dalam memimpin dan memanajemen penyelenggaraan pendidikan dan
latihan serta pengembangan pegawai berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan agar terwujudnya pelayanan administrasi diklat dan
pengembangan pegawai yang kompeten dalam melaksananakan tugas-tugas
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, Bidang
Diklat dan Pengembangan mempunyai fungst !
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a. merencanakan program kerja bidang Diklat dan pengembangan pepaw:
berdasarkan Kketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya
pengelolaan Diklat dan pengembangan pegawai komprehensif, berdaya dan
berhasil guna;

b. merencanakan operasional pengelolaan diklat dan pengembangan pegawan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya
Diklat dan pengembangan pegawai yang berkualitas;

c. mendistribusikan tugas sesual dengan fungsi setiap kepala sub bidang demi
terlaksananya pengelolaan Diklat dan pengembangan pegawal Secara
optimal;

d. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsi, serta
S0P vang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berhasil dan berdaya guna.

e. menyelenggarakan urusan Diklat dan pengembangan pegawal yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Diklat dan pengendalian Diklat
dan pengcmbangan pegawai berdasarkan ketentuan pératuran perundang-
undangan demi terwujunya pengelolaan administrasi Diklat dan
pengernbangan yang berkualitas;

f menyelia pengelolaan Diklat dan pengembangan pegawai berdasarkan
peraturan pcraturan perundang-undangan yang berlaku agar tugas-tugas
dapat dilaksanakan secara tepat guna dan tepat sasaran;

s, mengevaluasi pengelolaan diklat dan pengembangan pegawal berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan
pelaksanaan tugas secara komprehensif;

h. melaporkan pelaksanaan tugas secara periodik sesual dengan kelentuan
yanp berlaku sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuat
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional
Pasal 14

Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab }:epada Kepala Bidang Diklat dan Pengembangan.

Sub Bidanp Diklat Teknis dan Fungsional mempunyal tugas memimpin dan
menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan teknis fungsional kagl
PNS dilingkungan Pemerintah Kota Padang berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan  demi terwujudnya PNS  yang kompeten dalam
pelaksanaarn tugasnya.

Fenjabaran tugas Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah:
a. merencanakan kegiatan kerja sub bidang diklat teknis dan fungsional

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Agar terwujudnya
pengelolaan administrasi diklat teknis dan fungsional yang tepat sasardi,

b, membagi tugas pengelolaan administrasi diklat teknis dan fungsional kepadz
bawahan sesuai kompetensi yang disyaratkan untuk kepastian
penanggungjawab pelaksanaan setiap tugas secara tepal;

¢. membimbing bawshan dalum setiap hal terkait pengelolan administrasi di
sub. bidang dildat teknis dan fungsional sesuai ketentuan yang ditetapkan
agar pelaksanaan tugas dapat terwujud secara tepat guna dan tcpat sasaran;

d. menyelenggarakan pengelolaan administrasi sub bidang Diklat tcknis dan
fungsional yang meliputi menghimpun dan mempelajani  peraturan

L
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perundang-undangan dan Lkebijakan teknis tentang Diklat tekmis dan
fungsional, mengumpulkan dan menganalisa data kebutuhan Diklat,
menyeleksi dan mempersiapkan peserta Diklat , koordinasi dan kerjasama
dengan SKPD dan stakeholders, memberikan saran dan atau pertimbangan
kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang dilaksanakan dalam
bidang tugasnya, menginventarisir permasalahan yvang berhubungan dengan
diklat teknis dan fungsionasl dan menyiapkan petunjuk pemecahan masalah
berdasarkan ketcntuan peraturan perundang-undanpan demi tercapainya
target kinerja sub bidang diklat tcknis dan fungsional secara optimal;

e. memeriksa hasil kerja bawahan dalam melaksanakan pengelolaan
administrasi Dildal teknis dan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan agar terwujudnya kesesuoal pengelolaan administrasi
Diklat teknis dan fungsional dengan standar akuntabilitas kinerja secara
gptmal;

f. mengevaluasi hasil kegiatan pengelolaan administrasi Dilklat tcknis dan
fungsional secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan guna mengetahui keberhasidan pelaksanaan  tugas secara
komprehensif;

g. melaporkan hasil pengelolaan administrasi Diklat teknis dan fungsional
secara, periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagai bahan akuntabilitas knerja; dan

h, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
. Sub Bidang Diklat Struktural dan Pengembangan
Pasal 15

Sub Bidang Diklat Struktural dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Diklat dan Pengembangan.

Sub Bidang Diklat Struktural dan Pengembangan mempunyai tugas mermnimpin
dan menyclenggarakan program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan
nengembangan pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Padang berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pengembangan
pepawal dilklat yang tepat sasaran.

Penjabaran tugas Sub Bidang Diklat Strukiural dan Pengembangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. merencanakan kegiaten kerja Sub Bidang Diklat Struktral dan
Pengembangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
agar terwujudnya pengelolaan administrasi Diklat struktural dan
pengembangan yang tepat sasaran,

b. membagi lupas pengelolaan administrasi diklat struktural dan
pengembangan kepada bawahan sesusi kompetensi yang disvaratlkan
untul kepastian penanggungjawab pelaksanaan setiap tugus secara tepat.

c. membimbing bawahan dalam setiap hal terkait pengelclaan administrasi
di sub bidang diklat struktural dan pengembangun sesual ketentuan yang
ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat terwujud secara tepat guna dan
tepat sasaran;

d. menyelenggarakan pengelolaan administrasi sub bidang diklat struktural
dan pengembangan yang meliputi menghimpun dan memnpelajar
peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis tentang diklat
struktural dan pengembangan, mengumpulkan dan menganalisa data
kebutuhan diklat, menyeleksi dan mempersiapkan peserta dikdat,
mempersiapkan pengajar/instruktur, melaksanakan Diklat prajabatan,
koordinasi dan kerjasama dengan SKPD dan stakeholders terkait dan
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memantan  penempatan PNS  setelah  Diklat, menginventarisir
permasalahan vang berhubungan dengan diklat  slruktural dan
pengembangan, mempersiapkan petunjuk pemecahan masalah serta
memberikan saran dan atsu perlimbangan kepada atasan mengenal
langkah atau tindakan vyang dilaksanakan dalam bidang tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya
target kinerja sub bidang diklat struklural dan pengembangan secara
optimal;

e. memeriksa hasil kerja bawahan dalam melaksanakan pengelolaan
administrasi diklat struktural dan pengembangan berdasarkan ketenluan
peraturan perundang-undangan agar terwujudnya kesesuaian pengelolaan
administrasi diklat struktural dan pengembangan dengan standar
akuntabilitas kinerja secara cptimal;

e, mengevaluasi hasil kegiatan pengelolaan administrasi diklat struktural
dan pengembangan sccara periodik berdasarkan ketentuan peraluran
perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas
secara komprehensif;

f. melaporkan hasil pengelolaan administrasi  Dildat struktural dan
penpembangan  secara  penodik  berdasarkan  ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagai bahan akuntabilitas kinerja; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan cleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian
Pasal 16

Bidang Penpgendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam
melalsanskan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawsab kepada
Kepala Badan.

Bidang Pengendalian mempunyai tugas membantu Xepala Dadan dalam
penvusunan kebijakan, pengendalian dan bimbingan PNSD, sosialisasi
peraturan kepegawaian, peningkatan disiplin dan peningkatan kesejahteraan
pegawai.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimuksud pada ayat (2), BDidang

Pengendalian mempunyal fungsi :

a, merencanakan program kerja bidung pengendalian data berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pengelolaan
pengendalian yang komprehensif, berdaya dan berhasilguna;

b. merencanakan operasional pengclolaan pengendalian berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pcengendalian  yang
berkualitas;

¢. mendistribusikan tugas sesuai dengan fungsi sctiap kepala sub bidang demi
terlaksananya pengelolaan pengerndalian secara optunal;

d. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsi, serta
SQOR yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berhasil dan berdaya guna,

e. menyelenggarakan urusan pengendalian vang meliputi penyusunan
kebiiakan, pengendalian pelaksanaan peraturan kepegawaian, peningkatan
disiplin dan penyiapan bahan peningkatan kesgjahteraan pegawal dan
memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenal langkah
atan tindekan vang dilaksanakan dalam bidang tugasnys berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujunya pengeclolaan
administrasi pengendalian yang berkualitas;

[. menyclia pengelolaan pengendalian berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan secara tepat
guns dan tepat sasaran,;

g. mengevaluasi pengelolaan pengendalian berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas
secara komprehensif;
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h. melaporkan pelaksanaan tugas secara periodik sesuai dengan ketentuan
vang berlaku sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan scsuat
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bidang Manitoring dan Peningkatan Disiplin
Pasal 17

Sub Bidang Monitoring dan Peningkatan Disiplin dipimpin cleh secrang Kepala
Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dam
bertangpung jawab kepada Kepala Brdang Pengendalian.

Sub Bidang Monitoring dan Peningkatan Disiplin mempunyai tugas mcmunpm
dan menyelenggarakan monitoring dalam rangka peningkatan disiplin pegawai
diingkungan Pemerintah Kota Padang berdasarkan ketentuan peraluran
perundang-undangan demi terwujudnys Pegawai yang disiplin dan memiliki
etas kerja.

Penjabaran tugas Sub Bidang Monitoring dan Peningkatan Disiplin
schagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
a. merencanakan kegiatan sub bidang monitoring dan peningkatan disiphn

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya
pengelolaan sub bidang monitoring dan peningkatan disiplin;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai kompetensinya untuk kepastian

penanggungjawab pclaksanaan setiap tugas secara tepat,

membimbing bawahan dalam sctiap hal terkait pelaksanaan tugasnya

sesuai keteniusn yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat terwujud

secara tcpat guna dan tepat sasarar;

d. menyelenggarakan pengelolasn sub bidang monitoring dan peningkatan
disiplin = yang meliputi mengumpulkan/menghimpun bahan-bahan
peraturan tentang ketentuan disiplin pegawai negeri, melalkukan monitoring
ke unit-unit. keja dalam rangka menerapkan dan meningkatkan disiplin,
menyiapkan bahan dan duta dalam penyusunan petunjuk teknis tindal
lanjut penangganan terhadap pelanggaran aturan kepegawalan,
menghimpunn dan membuat rekapitulasi  kehadiran bulanan SKPD
dilingkungan Pemerintah Kota Padang, melakukan koordinasi dengan dinas
instansi dan unit kerja terkait tentang peningkatan disiplin, memberikan
saran dan atau pertimbangan kepads atasan mengenai langkah atan
tindakan yang diambil sesuai bidang tugssnya agar terwujudnya
kelancaran pelaksanasan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
petundang-undangan demi tercapainya target kinerja secara optimal;

e. memerikksa hasil kerja bawahan dalam melaksanakan {tugasny:
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya
kepuasan dalam pengelolaan pelaksanaan tugasnya;

{ mengevaluasi hasil kegiatan pengelolaan sub bidang monitoring dan
peningkaran disiplin  berdasarkan ketentuan peraturan perundarng-
undangan guna mengetahw keberhasilan pelaksanaan tugas secard
komprehensif;

g. melaporkan hasil kegiatan pengelolaan sub  bidang monitoring dan
peningkatan disiplin secara -periodik berdasarkan keleniuan peraturan
perundang-undangan sebagai bahan alountabilitas kinerja; dan

. melaksanakan tugas kedinasan luin yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas dan fungsinya,
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Paragraf 2
Sub Bidang Peraturan dan Kesejahteraan

Pasal 1B

(1) Sub Bidang Peraturan dan Kesejahtweraan dipimpin oleh searang Kepala Sub

(2]

(3)

Ridung yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawah kepada Kepala Bidang Pengendalian.

Sub Bidang Peraturan dan Kesejuhteraan mempunyai tugas memimpin dan
menyelenggarakan proses pemberian penghargaan dan  pemngkatan
kesejahteraan pegawni dan mempersiapkan bahan untuk mensosialisasikan
peraturan perundang-undangan di  bidanp kepegawman  dilingkungan
Pemerintah Kota Padang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kinerja pegawai.
Penjabaran tugas Sub Bidang Peraturan dan Kesgjahteraan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] adalah :

a. merencanakan kegiatan sub bidang peraturan dan kesecjahteraan pegawal
berdasarkan peraturan perundang-undang vang berlaku agar tervujudnya
pengelolaan sub bidang peraturan dan kesejahleraan yang tepat sasaran,

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai kompectensinya untuk kepastian
penangpungjawab pelaksanaan setiap tugas secara tepat;

c. membimbing bawahan dalam setiap hal terkait pelalksanaan tgasnya
sesuai ketentuan vang berlaku sgar terwujud secara tepat guna dan tepat
sasaran;

d. menvelenpgparakan pengelolaan sub bidang peraturan dan kesejahleraan
yang meliputi menghimpun, mengumpullkan dan menelaah bahan-bahan
peraturan perundang-undangan  kepegawaian sesual  bidang tugas,
menyiapkan bahan dalam rangka sosialisasi peraturan perundang-
undangan kepegawaian, menghimpun dan bahan usulan untule pembenan
penghargaan kepada pegawal yvang berprestasi, mcmpersiapkan bahan
penyusunan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kescjahterasn
peéaw*ai, menginventarisasi, menpgindentifikasi dan menylapkan bahan
pemecahan permasalahan scsuai bidang tugnsnys, melakukan koordinasi
dengan dinas, instansi dan unit kerja yang berhubungan dengan
pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepegawaian, memfasilitasi
pelayanan administrasi tabungan perumahan PNS serta memberikan saran
dan atau pertimbangan kepada atasan mengepai langkah atau tindakan
vang diambil sesuai bidang tugasnva berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan demi tercapainya target kinerja sccara optimal;

e, memeriksa hasil kerja bawahan dalam melaksanakan tugasnya sub bidang
peraturan dan kescjahteraan berdasarkan kefentuan peraturan perundang-
undanpgan agar terwujudnya kepuasan dalam pengelolaan pelaksanaan
tugasnyu,;

f mengevaluasi hasil kegiutan pengelolaan sub bidang peraturan dan
kesejahteraan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna
mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif,

¢. melaporkan hasil kegiatan pengelolaan sub bidang peraturan dan
kesejahteraan secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagai bahan akuntabilitas kinerja; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan scsuad tugag
dan fungsinya.



BAB IV
EETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulail berlaku, maka Peraluran Walikota Padang
Nomor o0 Tahun 2008 lenlang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian
Daerah (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor S0), dicabut dan dinyatakan tidak

berlalu.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setlap orang mengelahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan pencmpatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 26 Jegewwber 20N

Dmundangkan di Padang
pada tanggal 28 Qetwber 2000

SEKRETARIS DAE OTA PADANG

embina Utama Muda
. 19541215 198101 1 001

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR 47-



